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Tesisini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan
barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan kel stimewaan penunjukan langsung
terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT
PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang
dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku
atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku
usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antaralain
adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti
UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi
terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan
usahayaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan
langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan
pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya
Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku
usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau
jasatersebut.

Thisthesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprisesin
procurement, which isin that regulation, a State-Owned Enterprisesis given extraordinary to do direct
appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/
or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as
Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations asits guideline to run in goods and
services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic
Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-
Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an
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actor in national economy. The research method that used in thisthesisis Legal Normative that refers to the
legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law
perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regul ations were established such as
Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor
in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned
Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-
Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through
procurement. Such practice isviolation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriersto
other company to compete in the procurement goods and services.



